BABII

TEORI MASLAHAH DAN KONSEPSI PEMBIAYAAN

A. Maslahah

1. Pengertian

Maslahah menurut a/-Bifi dari segi bahasa memiliki arti yaitu
segala sesuatu yang didalamnya mengandung kemanfaatan. Sedang
dalam arti istilah mas/ahah adalah manfaat yang menjadi tujuan a/-syars’
untuk hamba-hambaNya demi menjaga agama,jiwa,akal,keturunan dan

harta serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan diatas.”’

Al-Biii berpendapat bahwa syariat tetap berhubungan dengan
kemaslahatan akan tetapi untuk menjadi landasan dan tolak ukur dalam
menetapkan hukum,mas/ahal tidak bersifat berdiri sendiri. Mas/ahah
merupakan generalisasi makna yang disimpulkan dari sckumpulan al-
ahkam al juz'iyyah yang bersumber dari dalil-dalil syari’. Oleh karena
itusecara otomatis mas/ahah juga menjadi dalil ga i selama tidak

bertentangan dengan dalil qath’i lainnya.”® Selanjutnya al-Bii

7 Said Ramadan al-Buli, Dawadbit al-maslahah fiy syari’ah al-Islamiyah,23.
2 Ibid.84.
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berpendapat bahwa mas/shah diakomodir sebagai dalil hukum atau a/-

maslahah al-syar’iyyah jika memenuhi 5 (lima) kriteria berikut : 2

a. Termasuk dalam tujuan al-syari’

b. Tidak bertentangan dengan dalil A/-Qur’an
c. Tidak bertentangan dengan sunnah

d. Tidak bertentangan dengan giyas

e. Tidak menyalahi mas/ahah yang lebih tinggi

Kriteria Maslahah

a. Termasuk dalam tujuan al-syari’

Al-Biii berpendapat bahwa maqasid al-syari’ah adalah
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana
jumhur ulama,a/-Bifi sepakat bahwa segala prioritas dalam
menjalankan hukum-hukum yang disyariatkan didalam Islam adalah

scjalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.*”

Dengan kata lain memelihara agama haruslah didahulukan
daripada memelihara jiwa,memelihara jiwa didahulukan daripada

memelihara akal begitu seterusnya. Semua yang bertujuan untuk

® 1bid, 115.
M 1bid, 119.
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menjaga kelima dasar tersebut merupakan mas/ajah sedangkan yang

menjadi lawan dari mas/afiah adalah mafsadat.

Dalam pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut ada sebuah

instrumen yang disusun berdasarkan tingkat kekuatan atau skala

prioritas yaitu : 3

Y]

2)

Maslahah daruriyyah (kemaslahatan primer)

Maslahah ini adalah suatu hal yang urgen bagi kehidupan
manusia di dunia maupun akhirat. Apabila mas/ahah ini tidak
terwujud maka kehidupan di dunia akan timpang, kebahagian
akhirat tidak tercapai dan mendapat siksa. Kemaslahatan ini
ialah memelihara maqashid al-syari’ah al-kulliyah (tujuan-
tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni 4ifdz al-
din (memelihara agama), Ahifd al-nafs (perlindungan jiwa),
hifd al-’agl (perlindungan terhadap akal), Aifd al-nasl
(pemeliharaan keturunan), A/fd al-mal (dan perlindungan atas
harta kekayaan).3 2
Maslahah hdjiyyah (kemaslahatan sekunder)

Merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai

sarana mempermudah dan menghindari kesulitan. Jika ini

N Ibid.
2 mbid.
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tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan dan

kesempitan tanpa sampai mengakibatkan tidak terwujudnya
sama sckali lima tujuan diatas.*

Untuk mewudkan dan memelihara kemaslahatan dengan
taraf semacam ini, maka untuk tujuan pemeliharaan agama,
sydri{pemegang otoritas syara’, Allah dan Rasul-Nya)
mensyariatkan  ritual-ritual ibadah, diperbolehkannya
melakukan jama’ dan qashar shalat bagi musafir, perkenan
tidak berpuasa Ramadan bagi wanita hamil dan menyusui
serta orang-orang sakit.**

Uatuk tujuan melindungi jiwa Syari’ memperbolehkan
hewan buruan dan makanan-makanan enak. Untuk tujuan
memelihara harta kekayaan syari’ menggariskan beragam
ketentuan tata laksana mu’amalah berupa jasa persewaan,
bagi hasil, akad pesan dll. Dan untuk memelihara garis
keturunan syari’mensyariatkan adanya mas kawin, perceraian

dan terpenuhinya syarat saksi dalam hukuman zina.”?

B Ibid,
3 Ibid,
3 Ibid,
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3) Maslahah tahsiniyyah (kemaslahatan tersier)

Merupakan hal-hal yang ketiadaannya tidak sampai
menycbabkan kesulitan, hanya saja perwujudannya sesuai
dengan dasar melakukan yang pantas dan menjauhi yang
tidak layak serta sesuai dengan budi pekerti luhur dan

kebiasaan yang baik.*®

Maslahah dariuriyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat
paling utama,mas/ahah hdjiyyah bersifat pendukung dari maslahah
daruriyyahsedangkan masl/ahah tahsiniyyah yaitu sebagai

pelengkap dari maslahah dariuriyyah dan maslahah hdjiyyah”’

Tujuan syari’ merupakan sarana untuk mewujudkan satu
tujuan yang universal yaitu ibadah dan ma’rifat Allah serta rida-Nya.

Hal ini berdasarkan firman Allah *

QS Adz Dzariyat ayat 56 :

> < . -4’ '—'J,‘-:./.’ -
09 y;w;y\,g%aw U3

3 Ibid.,120.
37 Ibid.
R Ibid,121-122.
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Artinya :

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka men yembabku.J ?

QS Al-Qashas ayat 77 :

Artinya :

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan
kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik
kepadamu,dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.*

Menurut a/-Bui terdapat sebuah kesepakatan diantara para
ulama-ulama tafsir,yaitu maksud dari bagian manusia dari dunia
tersebut adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan

akhirat.*'

% Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnya,862.

® 1bid. 623.
4 Ibid. 122,
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Artinya:
Maka apakah kamu mengira,bahwa sesungguhnya kami menciptakan

kamu secara main-main (saja) dan bahwa kamu tidak akan
dikembalikan kepada kami 7

Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia pasti
memiliki tujuan yang sangat mulia. Scandainya tidak ada tujuan
dibalik penciptaan manusia setelah perwujudan lima maqasid
tersebut,maka dunia ini akan berjalan lamban dan menjadi
sirna,padahal kenikmatan dan siksa di akhirat sangat bergantung
pada penerapan maqasid tersebut. Keadaan yang seperti ini tentu

berlawanan dengan sifat Allah Yang Maha Bijaksana.*
1) Beberapa pengecualian dari 5 magasid

Ada 2 (dua) macam bentuk pengecualian yang tidak termasuk dalam

kategori Maslahah haqiqiyyah T

(a) Sesuatu yang menyalahi 5 maqasid secara substansial
misalnya berupaya membebaskan diri dari tuntutan

ibadah,menghalalkan zina,membunuh jiwa tanpa alasan yang

“2 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya,540.

3 1bid,123.
“ Ibid,124.
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dibenarkan (hagq) dan lain-lain. Hal-hal demikian sekilas
dianggap sebagai mas/ahah karena mengandung kenikmatan
pada satu sisi,tctapi pada sisi lain sebenarnya lebih tepat
dikategorikan sebagai mafsadat.®’

(b) Sesuatu yang secara substansial tidak menyalahi 5 (lima)
maqasid tetapi ia dapat merusak ruh/spirit maqasid terscbut
karena tcrdapat niat dan tujuan yang tidak baik.
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam al-Syatibi
sescorang yang telah melaksanakan syariat namun tidak
sesuai dengan tujuan syari’. Maka sebenarnya ia tidak
mengerjakan syariat apapun.*®

b. Tidak bertentangan dengan dalil A/-Qur’an

Secara ‘agl/i dikatakan bahwa untuk mengetahui magasid
syariah sccara utuh dan sempurna harus bersandarkan kepada
hukum-hukum syari’ yang diambil atau bersumber dari dalil-dalil
yang semuanya bermuara kepada a/-Qur’an. Schingga jika terdapat
pertentangan antara kemaslahatan dengan nash a/-Qur’an maka
dapat membatalkan mas/zhah itu sendiri dan hal ini tentu tidak

rasional.*’

* Ibid,115.
% Ibid,
47 Ibid | 129.



30

Sedangkan dalil nagli dalam a/-Qur’an menyatakan bahwa
kita wajib berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah dengan
menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya.*® Seperti firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 49

<5 4/,11_,,594: //,‘/’J,,f-, P f/
ul‘..:a)»l_grn;l_,,a\c,b\l ! J':"L“:f("""‘i'fc’g"‘?lﬁ
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QU)‘-*-‘J u"‘*“u* ‘J‘SGJ p—r)”u“-‘-"’ (a2 O

Artinya

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu
terhadap mercka,supaya mereka tidak memalingkan kamu
dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.
Jika mereka berpaling dari hokum yang telah diturunkan
Allah ,maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka
disebabkan sebagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik®

Dalam memutuskan hukum kita tidak boleh berpaling

sedikitpun dari A/-Qur’an dan sunnah dengan disertai dengan ijma’

48 .
Ibid.
* Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemalnys,625.
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sahabat dan para tabi 'in>® Menurut a/-Buiii terdapat mas/ahah yang

kemungkinan bertentangan dengan A/-Qur’an yaitu !

1) Maslahah yang tidak memiliki sandaran hukum sama

sekali.

Secara lebih rinci mas/ahah yang seperti ini bertentangan
dengan nash Al-Qur’an yang gat i atau zahir. Disini dalélah nash
bersifat gat’s karena nash merupakan suatu dalil yang sudah jelas
dan tidak ada majdz,takhsis,nasakh dan idmadr setelah wafatnya

Nabi Muhammad SAW.>

Menurut a/-Biti, ijtihad dalam masalah-masalah yang
sudah dijelaskan oleh A/-Quran baik dengan teks bertipe nash

ataupun teks bertipe zahirterbagi menjadi 2 (dua) macam :

a) [jtihad yang berakhir dengan kesimpulan yang
bertentangan dengan A/-Quran yaitu ijtihad yang keluar
dari makna teks bertipe nash atau seluruh makna yang

terdapat dalam teks bertipe zafir. Ijtihad semacam ini

0 Ibid,131.
U Ibid, 132.
52 Ibid,
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adalah bati/ dan tak ada satupun ulama' yang
melegalkannya.”

b) Jtihad yang yang terbatas dalam wilayah nash dan
dhohir yang mana wilayah kerja mujtahid dalam hal ini
hanya untuk mengeluarkan i//af, membatasi makna
teks, hakikat ataukah majas, melakukan tarjih diantara
kemungkinan-kemungkinan makna yang terdapat dalam
teks, menyingkap apakah ia teks umum yang ada
mukhossisnya atau tidak, dan ijtihad dalam masalah-
masalah yang tidak ada penjelasan dalam A/-Qur'an dan

as-Sunnah.>*

Sehingga yang perlu diingat dalam hal ini adalah adanya
dugaan bahwa maslahah saja tidak cukup untuk menentukan atau
menetapkan hukum dihadapan nash. Adapun yang digunakan
untuk menilai adalah adanya pertentangan atau tidak antara
suatu permasalahan yang terjadi dengan hukum-hukum yang

terkandung dalam A/-Qur’an.

53 Ibid,135.
54 Ibid,
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c. Tidak bertentangan dengan as-Sunnah

Maksud dari as-Sunnah di sini adalah periwayatan sccara
berantai hingga Rasulullah, berupa ucapan, tindakan atau ketetapan
beliau, baik yang ditransmisikan secara massal (mutawatir) maupun

perorangan (ahad). 53

Mengenai  kcharusan mas/ahah tidak bertentangan dengan
hadis mutawatir barangkali tidak perlu ditampilkan dalil karena ia
gat'i al-wurud. Namun, untuk keharusan tidak bertentangan dengan
hadis ahad sangat penting untuk dibuktikan dengan dalil karena ia
adalah zanni al-wurud sehingga bisa saja ada sebagian pihak yang
beranggapan tidak ada kewajiban mengamalkan kandungan hadis

ahad karena ia hanya sebatas asumsi.*®

Menurut a/-Bijj, sama sekali tidak ada kontradiksi antara
keberadaan datangnya hadits ahad bersifat zanni dengan keharusan
mengamalkannya bersifat gat’/ karena keduanya berada dalam
tinjauan yang berbeda. Hadis ahad bersifat spekulatif dipandang dari
sisi kesesuaian perkataan pembawa berita dengan fakta, sementara

kewajiban mengamalkannya bersifat definitif adalah dipandang dari

55 Ibid.,161.
5% Ibid.,164.
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sisi hukum Allah. Tentu saja tidak kontradiksi apabila Allah
mewajibkan seseorang untuk mengamalkan sesuatu berdasarkan

tuntutan zansz-nya. 57

Menurut a/-Bii, ada dua dalil yang menunjukkan kewajiban

mengamalkan as-Sunnah : *

a) Pertama, komitmen untuk menjalankan sesuatu yang
ditunjukkan oleh as-Sunnahtidak ada perubahan
sampai kapanpun dan dimanapun kontcks as-Sunnah
itu berada.

b) Kedua, komitmen untuk mengikuti langkah dan
alasan Rasul dalam strategi dan penjelasan suatu
perkara dan upaya menyelesaikan suatu masalah

tertentu.

Instrumen yang digunakan oleh Rasul untuk melaksanakan
hukum-hukum Allah pasti terdapat perbedaan disctiap daerah dan
waktu. Komitmen yang dimaksud adalah tidak untuk mengenali
cabang-cabang dan perincian apa yang telah dilalui oleh rasul

melainkan untuk mengikuti dasar-dasar dan langkah umum saja.

57 Ibid,
5% Ibid.,166.
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Olch karena itu ulama membedakan perbuatan atau tindakan Rasul
dalam konteks beliau scbagai imam atau pemimpin negara atau

sebagai hakim.”

d. Tidak Bertentangan dengan Qiyas
Qiyas adalah menganalogikan far kepada as/ dalam i/fat
hukum. Unsur giyas ada 4 (empat) yaitu 80
1) As/ adalah perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya
dalam nash.
2) Far adalah perkara yang belum ada ketentuan hukumnya
dalam nash.
3) Hukum as/yang ditetapkan nash.
4) ‘Illat hukum adalah kesesuaian sifat hukum secara akal dan

diterima secara shari’.

Berikut adalah syarat-syarat dari ‘///at hukum yaitu .1

1) [Il/at tersebut diakui baik sccara syar’/ melalui nash maupun
ijma’
2) Illat pada asl harus ada dalam farbaik sama persis atau

scjenis,

59 1bid.,,169.
 1bid 218.
8 Ibid,219-220.
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3) [llat fartidak boleh menjadi pembatal seluruh hukum as/atau
sebagainya.

4) [llat terscbut merupakan sifat yang jelas,tetap dan terukur.

Dari hal-hal tersebut diatas terlihat bahwa semua syarat
terpusat pada satu maksud yaitu penilaian i//at yang diakui oleh
syar’i. Syarat untuk menemukan illat atau mas/ahah yang diakui
kekuatan atau kejelasannya menjadi rambu-rambu atas sahnya
ijtihad seorang mujtahid dalam perkara yang tidak ada dalam nash.
Illat yang dikemukakan mujtahid tidak lantas menjadi sah sebagai
landasan hukum syar’i melainkan masih membutuhkan dalil-dalil
['tibar yang relevan meskipun ia berbeda-beda dari segi tingkat

kejelasan dan kekuatannya antara satu dengan yang lain.%

e. Tidak bertentangan dengan mas/al ah yang lebih tinggi

Menurut a/-Bufi ada tiga sudut tinjauan dalam menentukan
skala prioritas ini. Pertama tinjauan berdasarkan nilai dan urgensi
dari bentuk kemaslahatan tersebut. Kedua tinjauan berdasarkan
kadar cakupan kemaslahatan. Ketiga tinjauan berdasarkan

kemungkinan terjadi.®

2 Ibid.,220.
3 Ibid,248.
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Dalam tinjauan pertama telah kita ketahui bahwa seluruh
maslahah dipandang dari sisi nilainya tersusun secara sistematis
dalam lima tingkatan, yaitu perlindungan terhadap agama,
perlindungan tehadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan
terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. Mas/ahah yang
mengandung perlindungan agama didahulukan daripada maslahah
yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, maslahah  yang
mengandung perlindungan jiwa didahulukan dari mas/ahah yang
berkaitan dengan perlindungan akal, dan seterusnya.64

Apabila dua bentuk kemaslahatan tersebut berstrata sctara,
sebagaimana apabila dua bentuk kemaslahatan tersebut sama-sama
dalam strata daruriyat, sama-sama dalam strata Aajiyyah atau sama-
sama dalam strata tahsiniyyah maka kita perlu menengok kepada
tingkat nilai mays/ahah tersebut.
Dalam hal ini, ada dua kemungkinan :*°
1) Jika kedua mas/ahah yang bertentangan berada dalam nilai yang

berbeda maka dalam hal ini kita harus mendahulukan mas/afah
yang nilainya lebih tinggi daripada maslahah yang berada

ditingkat bawahnya. Maslahah perlindungan agama didahulukan

* Ibid,249.
8 Ibid,251.
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dari maslahah perlindungan jiwa, mas/ahah perlindungan jiwa
didahulukan dari mas/ahah perlindungan akal, dan seterusnya.66
2) Jika kedua maslahah yang bertentangan berada dalam tingkat
nilai yang sama. Hal ini, seperti apabila kedua mas/ahah tersebut
sama-sama terkait dengan perlindungan hak milik atau sama-
sama terkait dengan mas/ahah perlindungan akal. Dalam kondisi
demikian maka ulama perlu menengok pada tinjauan kedua yaitu

tinjauan kadar cakupan kemaslahatan tersebut pada umat.”

Dalam tinjauan kedua ini, maslahal yang berdampak umum
didahulukan daripada mas/ahah yang berdampak khusus.®® Oleh
karenanya, hak masyarakat untuk menggunakan air dan rumput
ditanah tak bertuan didahulukan daripada hak seseorang untuk
memilikinya secara penuh, mas/ahah mempelajari ilmu agama lebih
utama daripada melakukan ibadah sunnah, karena manfaat ilmu
tidak hanya secara vertikal tetapi juga secara horizontal, dan
maslahah melindungi pemikiran masyarakat dari kontaminasi ajaran

sesat didahulukan daripada hak asasi setiap orang untuk untuk

5 Ibid.
 Ibid,252.
® Ibid.
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menyampaikan pemikiran dan pendapatnya secara bebas tanpa
memperhatian dampak negatifnya kepada masyarakat.69

Selain menggunakan dua tinjauan diatas, dalam menakar
skala prioritas mas/ahah diperlukan pula tinjauan bentuk ketiga,
yaitu dengan mempertimbangkan kadar potensi terjadinya maslalah
yang diakibatkan dari sebuah ‘tindakan.”® Hal ini karena setiap
tindakan bisa dinyatakan sebagai maslahah atau mafSadah juga
berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Jika akibat tindakan itu
maslahah maka ia juga dinilai maslahah  dan jika akibat yang
ditimbulkan adalah mafSadah maka ia juga dinilai mafsadah.”

B. PEMBIAYAAN

1. Pengertian

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank
syariah kepada nasabah.’””> Pembiayaan secara luas berarti financing atau

pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

* Ibid.

™ Ibid.253.

" Ibid.

2 M. Syafi’i Antonio,Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek(Jakarta : Gema Insani Press,
2001),160.
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investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun

dikerjakan oleh orang lain.”

Pembiayaan menurut Muhammad secara arti luas berarti
financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang telah direpcanakan, baik dilakukan sendiri
maupun dijalankan oleh orang Iain.‘Dalam arti sempit, pembiayaan
dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga
pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini

arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.”*

Pembiayaan menurut Kasmir (2008:96) adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setclah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”®

 Ibid,

7 Muhammad, Manajemen Bank Syarigh (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,2005),304.
75 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta:Rajawali Press,2008),96.
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Menurut M. Syafi’l Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan
merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.’®

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
menyatakan

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan
vang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil.”

2. Unsur - unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan
kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur — unsur yang dirckatkan
menjadi satu. Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pembiayaan

adalah scbagai berikut:”’

a) Kcpercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa
pembiayaan yang diberikan benar — benar diterima kembali dimasa
yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan.

Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang

® M. Syafi’i Antonio,Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek(Jakarta : Gema Insani Press,
2001),160.
77 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuvangan Lainnya98.
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melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh
karena itu sebelum sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan
penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam
tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern.
Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan
sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik
nasabah terhadap bank.

Kesepakatan. Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank.
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing -
masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing.
Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan
ditandatangani kedua belah pihak.

Jangka Waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka
waktu tcrtentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian
pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas
waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah
pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang
sesuai dengan kebutuhan.

Risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian
pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau

macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu
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pcmbiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula
sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko
disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena
bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur
kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan
yang diperoleh.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi scsuai
dengan nilai-nilai Islam.” Pembiayaan terscbut harus dapat dinikmati
oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri,
pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan
menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.”
4. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan

78 M. Syafi’i Antonio,Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek,161.

™ Ibid.
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meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk

menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :*°

a)

b)

Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan
sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank
konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh bank konvensional.

Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan
olch rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang
dilakukan.

Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank

syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama

yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di

dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C , yaitu :*

a.

Character

8 rbid

8 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya98.
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Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon
penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan
kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi

kewajibannya.

Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan
penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan
diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu
yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana
usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode

kegiatan.

Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki
oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi
perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial

dan penckanan pada komposisi modalnya.
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d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan.
Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu
resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat

dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di
masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis
usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal
tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses

berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

C. PEMBIAYAAN BERMASALAH
1. Pengertian
Pcmbiayaan bermasalah merupakan kerangka umum dari
pembiayaan yang tidak lancar pengembalian kewajibannya atau

pembayaran angsuran kewajibannya atau pembiayaan yang tidak sehat.
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Pembiayaan bermasalah (dalam pengertian umum) dapat digolongkan

menjadi 2 (dua), yaitu K2

a. Pembiayaan bermasalah (dalam artian sempit), yaitu pembiayaan
yang pengembalian kewajibannya atau pembayaran angsuran
kewajibannya mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan
jadwal pembayaran yang telah . disepakati dikarenakan adanya
permasalahan A
1) Usaha nasabah tidak sebaik pada awal proses pengajuan
pcmbiayaan, antara lain ditandai dengan penurunan omset
penjualan, terganggunya cash flow (arus kas) perusahaan
dikarenakan terdapatnya piutang atau tagihan bermasalah atau
macet maupun adanya kesulitan dalam memperoleh barang
persediaan atau stock, baik berupa bahan baku, barang setengah
jadi atau barang jadi, sehingga kemampuan bayar nasabah tidak
sebaik atau sebesar sebelumnya.

2) Pengelolaan atau manajemen perusahaan yang tidak baik, tidak
professional, tidak sistematis, tidak prosedural atau tidak taat
pada aturan perusahaan yang ditandai dengan adanya

penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan perusahaan atau

8 Bachrudin,dnalisa Yuridis dan Jaminan : Fungsi Supporting dan Controling Dalam Suatu
Proses Pembiayaan, Makalah di lingkungan kerja P.T. Bank Syariah Muamalat Indonesia.
83 .

Ibid.
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pengambilan keputusan penting perusahaan oleh individu
pengurus perusahaan dengan mengabaikan aturan perusahaan.
Pembiayaan yang sudah jatuh tempo tetapi nasabah tidak dapat
melunasinya, tetapi masih memungkinkan untuk ditagih.
Karakter nasabah yang kemudian ternyata tidak baik, sehingga
meskipun perusahaan memiliki kemampuan bayar (ability to
pay) tetapi nasabah tidak atau kurang memiliki kemauan bayar
(will to pay). Tetapi meskipun pembiayaan tersebut pada
awalnya tidak bermasalah, tetapi apabila kondisi jaminan,
dokumentasi jaminan dan pengikatan jaminan tidak lengkap,
tidak baik atau tidak sempurna, dapat menjadi peluang bagi

timbulnya pembiayaan bermasalah.

b. Pembiayaan macet, yaitu pembiayaan yang pengembalian

kewajibannya atau pembayaran angsuran kewajibannya sudah

sangat terlambat yang mengarah kepada berhenti atau berhenti

sama sekali, sedemikian rupa dikarenakan adanya permasalahan: *

)]

Usaha nasabah sudah sangat tidak sehat lagi schingga
pendapatannya sama sekali tidak mampu mendukung

pembayaran kewajiban pembiayaan.

8 Ibid,
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2) Kepengurusan atau manajemen perusahaan mengalami kerusakan
struktural, perpecahan atau bahkan bubar, sehingga
mempengaruhi hubungan hukum atau pemenuhan kewajiban dari
hubungan hukum dengan pihak lain.

3) Pembiayaan yang sudah jatuh tempo lama dan sulit ditagih.

4) Karakter nasabah yang sangat buruk, sehingga meskipun
perusahaan memiliki kemampuan bayar tetapi nasabah sama
sckali tidak memiliki kemauan bayar.

2. Penggolongan Pembiayaan Lancar, Pembiayaan Bermasalah dan

Pembiayaan Macet

Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan
nasabah untuk meclunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh
pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah
disepakati. Pembiayaan macet dan pembiayaan bermasalah selalu dilihat
dan diukur dari kolektibilitas pembiayaan yang bersangkutan.
Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan
margin keuntungan pembiayaan oleh nasabah serta tingkat kemungkinan

diterimanya kembali dana tersebut.®

8 Ibid.
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Bank Indonesia sebagai bank sentral sckaligus pengawas bank-
bank yang ada di Indonesia, mengeluarkan SE BI Nomor 7/3/DPNP
tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
yang di dalam lampirannya terdapat ketentuan tentang penggolongan
pembiayaan lancar, pembiayaan bermasalah dan pembiayaan macet.
Dalam hal kemampuan membayar, khususnya ketepatan pembayaran
pokok dan margin keuntungan oleh nasabah misalnya, dikategorikan

sebagai-berikut 86

a. Untuk pembiayaan dengan kolektibilitas | (lancar), pembayarannya
tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan
serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.

b. Untuk pembiayaan dengan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus),
terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau margin keuntungan
sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari dan jarang mengalami
cerukan.

c. Untuk pembiayaan dengan kolektibilitas 3 (kurang lancar), terdapat
tunggakan pembayaran pokok dan atau margin keuntungan yang
telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120

(seratus dua puluh) hari dan terdapat cerukan yang berulangkali

8 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum,
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khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan
arus kas.

. Untuk pembiayaan dengan kolektibilitas 4 (diragukan), terdapat
tunggakan pembayaran pokok dan atau margin keuntungan yang
telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180
(seratus dclapan puluh) hari dan terjadi cerukan yang bersifat
permanen khususnya untuk menutup kerugian operasional dan
kekurangan arus kas.

Untuk pembiayaan dengan kolektibilitas S (macet), terdapat
tunggakan pokok dan atau margin keuntungan yang melampaui 180

(seratus delapan puluh) hari.



